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ABSTRAK

Salah satu upava konkrit untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas
pengelolaan keuangan negara adalah penyampaian laporan pertanggungjawaban
keuangan pemerintah vang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun dengan
mengikuti Standar Akuntansi Pemerintahan { SAP). Tujuan penelitian ini adalah untuk
menganalisis ketepatan penyajian laporan keuangan (Neraca) Pemerintah Kabupaten
[ima Puluh Kota sesuai dengan SAP dan kendala — kendala yang dihadapi dalam
penyusunan laporan keuangan oleh Pemerintah Daerah. Penelitian ini bersifat
deskriptif (studi kasus) yang dilakukan dengan menganalisis penyajian laporan
keuangan (Neraca) Tahun 2009 Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota sesuai
dengan SAP. Pengukuran dilakukan dengan menggunakan daftar penilaian yang
berisi ketentuan-ketentuan vang diatur dalam SAP, dimana setiap ketentuan yang
sudah diterapkan mendapat point 1 dan jika belum diterapkan mendapat point ). Total
skor akan dikonversikan ke dalam persentasi dan dibagi menurut kelas interval.

Hasil penelitian ini menemukan bahwa Pemerintah Kabupaten Lima Puluh
Kota telah menerapkan SAP dengan tepat (78%) dalam penyusunan dan penyajian
laporan keuangan (Neraca) Tahun 2009. Kendala-kendala yang dihadapi Pemerintah
Kabupaten Lima Puluh Kota dalam penyusunan laporan keuangan daerah yaitu
sistem pencatatan dan pengolahan data yang masih manual, Sumber Daya Manusia
dengan kompetensi yang terbatas, dan keterlambatan waktu penyampaian laporan
keuangan.

Keyword: Ketepatan Penyajian Laporan Keuangan Daerah, Standar Akuntansi
Pemerintahan




BAB I

PENDAHULUAN

[.1 Latar Belakang

Dalam era globalisasi saat ini, Bangsa Indonecsia sebagai bagian dari
masyarakat dunia memiliki kewajiban untuk secara terus-menerus berpartisipasi
dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance). Dalam
rangka mewujudkan tata kelola vang baik (good governance), pemerintah terus
melakukan usaha-usaha untuk meningkatkan transparansi, partisipasi dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan negara,

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi.
Transparansi berarti keterbukaan pemerintah dalam memberikan informasi yang
berkait dengan aktivitas pengelolaan sumber daya kepada pihak-pihak yang
membutuhkan informasi, baik informasi keuangan maupun informasi lain yang akan
digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial maupun politik (Sri Dewi
Wahyundaru, 2001). Partisipasi maksudnya mengikutsertakan  keterlibatan
masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung
melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya

Sedangkan, akuntabilitas adalah pertanggungjawaban kepada publik atas
sctiap aktivitas yang dilakukan. Akuntabilitas berarti pemberian informasi dan
pengungkapan atas aktivitas dan kinerja [inansial pemerintah kepada pihak-pihak
yang berkepentingan. Juga merupakan kewajiban untuk menyajikan dan melaporkan

segala tindak tanduk dan kegiatan sescorang atau lembaga terutama di bidang



administrasi keuangan kepada pihak vang lebih tinggi atau atasannya {Abdul Halim,
2001).

Untuk mewujudkan good governance diperlukan perubahan paradigma
pemerintahan yang mendasar dari sistem lama yang serba sentralistis, dimana
pemerintah pusat sangat kuat dalam menentukan kebijakan. Paradigma baru tersebut
menuntul  suatu  sistem  yang mampu mengurangi  ketergantungan dan  bahkan
menghilangkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, serta
bisa memberdayakan daerah agar mampu berkompetisi baik secara regional, nasional
maupun internasional. Menanggapi pa;lladigmu baru tersebut maka pemerintah
memberikan otonomi kepada dacrah seluas-luasnya yang bertujuan  untuk
memungkinkan daerah mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri agar
berdaya guna dan  berhasil guna dalam penyelenggaraan pemenntahan dan
pembangunan serta dalam rangka pelayanan kepada masvarakat. Penvelenggaraan
otonomi daerah dilaksanakan dengan memberikan otonomi seluas-luasnya dan secara
proporsional kepada daerah yang diwujudkan dengan adanya pengaturan, pembagian
dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan serta adanya perimbangan
keuangan antara pusat dan daerah.

Pemerintah daerah dalam pengambilan keputusan memerlukan informasi
akuntansi salah satunya berupa laporan keuangan. Sclaku pengelola dana publik
maka pemerintah daerah harus mampu menyediakan informasi keuvangan wvang
diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya. Untuk itulah

dituntut adanya sistem informasi yang handal.
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BAB Y

PENUTUP

Dalam Bab V ini akan disajikan beberapa kesimpulan dari hasil analisis data
pada hab sebelumnya, serta saran-saran dalam batasan kemampuan penulis.
V.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis yvang penulis lakukan pada penvajian Laporan
Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota. dapat  diambil
kesimpulan schagai berikut:

1. Dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Daerah, Pemerintah
kabupaten Lima Puluh Kota diharuskan menyajikannva sesual dengan
Standar Akuntansi Pemerintaban. Hal ini bertujuan agar transparansi dan
akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah oleh Pemerintah Kabupaten Lima
Pulub Kota dapat terwujud.

2. Dari hasil penelitian vang dilakukan diperoleh tingkat persentase ketepatan
penyajian Laporan Neraca sesual dengan SAP sebesar 78.13%. sehingga
dapat penulis menyimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
telah menerapkan SAP dengan Tepat dalam Laporan Neraca Tahun 2009,

3. Dalam penyajian Laporan Keuangan Daerahnyva, Pemerintah Kabupaten Lima
Puluh Kota mengalami beberapa kendala. Kendala-kendala itu terdiri dari
sistem yang masih secara manual. tingkat pemahaman Sumber Daya Manusia
vang masih kurang, serta keterlambatan beberapa SKPD dalam menverahkan

Laporan Keuangan kepada PPKD
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